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RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 -2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDON ESIA,

Menimbang *a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15

Mengingat

ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional,;

b.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat
(3) huruf a dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

c. bahwa Rencana Strategis Kejaksaan Republik
Indonesia  Tahun 2015-2019 memuat arah
kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan
komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam
upaya pelaksanaan penegakan hukum di dalam
rangka mendukung kesinambungan pembangunan

nasional;

d. bahwa ' berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
‘menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia tentang Rencana Strategis Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,



11.

10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan = Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indo'nesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jaksa Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4464);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019;

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia;

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
009/A/JA/01/2011 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



Menetapkan :

12.  Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-
021/A/JA/03/2011 tentang Petunjuk Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik

Indonesia;

13.  Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Nomor  50/M.PPN/03/2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019;

14.  Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Nomor 5 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan

RENSTRA 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN

2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan
negara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN 2015-2019
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
pereode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun
yaitu terhituhg sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
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(1)

4.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Jaksa
Agung untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur
Kejaksaan Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh
masing-masing pimpinan bidang.

Pasal 2

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015-
2019 yang merupakan arah kebijakan Pemerintah, terutama
yang terkait dengan program dan kegiatan prioritas
pembangunan  nasional yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik
Indonesia selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015
sampai dengan tahun 2019.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2015-2019 selain memuat Strategi Pembangunan Nasional,
Kebijakan Umum, Program Kejaksaan Republik Indonesia
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan dalam rencana
kerja yang berupa kerangka program dan kegiatan serta
kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif juga memuat visi, misi, tujuéln, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

Pasal 3

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kejaksaan Republik

Indonesia 2015-2019, adalah:

a. Pendahuluan tentang Kondisi Umum, Serta Potensi dan
Permasalahan;

b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kejaksaan
Republik Indonesia;

c. Arah Kebijakan dan Strategi tentang Arah dan Kebijakan
Strategi Nasional, Arah dan Kebijakan Strategi Kejaksaan
Republik Indonesia serta Kerangka Regulasi dan
Kerangka Kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia;

d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;

Penutup;



(2)

(3)

(4)

(5)

f. Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Matrik
Kerangka Regulasi.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun

2015-2019  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia pada tiap tahun selama 5

(lima) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun

2015-2019, disamping adanya Rencana Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia pada tiap tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), merupakan pedoman bagi para Pejabat Eselon

I, Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala

Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri

dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta Atase Teknis

Kejaksaan Republik Indonesia pada perwakilan Indonesia di

luar negeri, dalam:

a. Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;

b. Membuat visi dan misi masing-masing bagi para Pejabat
Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia,;

c. Menyusun Rencana Kerja Tahunan dari masing-masing
satuan kerja/bidang/unit kerja; dan

d. Menyusun laporan keuangan dan kinerja.

Pejabat Eselon I dan II wajib menyusun Rencana Strategis

Eselon I dan II 2015-2019 dengan berpedoman pada

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2015-2019

dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2015-2019

yang menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana

Strategis Eselon I dan II 2015-2019 sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), merupakan penjabaran visi Jaksa Agung yang

dilengkapi dengan rencana sasaran Kejaksaan Republik

Indonesia yang hendak dicapai dalam rangka mencapai

sasaran program prioritas Jaksa Agung.

Pasal 4

Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia wajib melakukan evaluasi dan melaporkannya
kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Jaksa Agung
Muda Pembinaan, atas pelaksanaan seluruh program dan
kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2015-2019 berdasarkan tugas dan
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Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ay
Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Preside

Bappenas

tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.

Pasal 5

sesuai dengan
at (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Tahun 2015

n Nomor 3 Tahun 2015
43 Tahun 2014 tentang

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan.

Pasal 7

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Rencana

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkandi Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Berita Negara Republik Indonesia Tahun

H. M. PRASETYO
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